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Abstract 

The tax validation process is mandatory to undertake before the deed of sale and 
purchase is signed by the parties. However, there are obstacles related to the deed to 
be made by the parties. The formulation of the problems consists of: what is the role 
of the Notary/Land Title Registrar (Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT) in the 
aquittance of sale and purchase transactions on land and/or building; and how the 
validity of the tax validation results on the transfer of land and/or building rights. 
This is a normative legal research which examines various laws and regulations 
related to the problems as well as interviews to complement the results. The results 
conclude that the Notary/PPAT plays an important role as an intermediary in the 
settlement process for sale and purchase transactions on land and/or building 
between the parties and the Primary Tax Service Office as the authorized party in 
conducting tax validation. This tax validation can only be carried out if the tax 
payable has been paid, namely related to income tax that is charged to the seller and 
the fee for acquiring land and/or building rights that is charged to the buyer. The 
validity of the results of this tax validation is used as evidence by the Notary/PPAT 
to complete the documents which will later be submitted to the National Land 
Agency for the processing of the transfer of land and/or building title certificates 
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Abstrak 

Proses validasi pajak yang wajib dilakukan sebelum akta jual beli 
ditandatangani oleh para pihak terdapat kendala yang berkaitan akta yang 
nantinya akan dibuat oleh para pihak. Rumusan masalah terdiri dari 
bagaimana peran Notaris/PPAT dalam pelunasan transaksi jual beli tanah 
dan/atau bangunan serta bagaimana keabsahan hasil validasi pajak 
terhadap pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan. Penelitian ini 
adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 
serta wawancara sebagai penunjang hasil penelitian. Hasil penelitian dan 
pembahasan menyimpulkan bahwa Notaris/PPAT berperan penting 
sebagai perantara dalam proses pelunasan atas transaksi jual beli tanah 
dan/atau bangunan antara para pihak dengan Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan validasi pajak. 
Validasi pajak ini baru dapat dilakukan apabila pajak terutang sudah 
dilunasi yaitu terkait pajak penghasilan yang dibebankan kepada penjual 
dan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dibebankan 
kepada pembeli. Keabsahan hasil validasi pajak ini digunakan sebagai alat 
bukti oleh Notaris/PPAT untuk melengkapi dokumen yang nantinya akan 
diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk proses pengurusan 
pengalihan sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan. 
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Pendahuluan  

Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan menjadi salah satu sumber 

penerimaan negara untuk kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan secara Self-

Assessment System yakni memberikan peran kepada wajib pajak untuk turut aktif dalam 

melaksanakan kewajibannya untuk melapor, menghitung, dan menyetor pajak terutang 

setiap satu tahun. Pungutan pajak ini dibebankan kepada setiap wajib pajak termasuk 

juga Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berhak menerima imbalan berupa 

honorarium sebagai pendapatannya atas pembuatan akta-akta dan jasa lain yang menjadi 

kewenangannya.  

Jasa hukum yang diberikan Notaris kepada penghadapnya perlu mendapatkan 

perlindungan dan pengawasan demi terciptanya kepastian hukum yang telah diatur 

dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai bentuk kontrol bagi Notaris yang 

telah ditegaskan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris agar tetap 

menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Notaris sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan yang 

dibebankan kepadanya berkenaan dengan akta otentik sesuai amanat UU No. 36 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa setiap nilai ekonomis yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak akan menjadi objek pajak, salah satunya mengenai administrasi 

Pajak Bumi dan Bangunan dan pengawasan terhadap pemungutan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan.  

Pelunasan pajak yang berkaitan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan bergantung dengan tindakan hukum yang dilakukan para pihak mengenai 

dokumen atau akta yang diperlukan atas peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

yang wajib dilunasi oleh wajib pajak. Pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan ini 

harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris/PPAT sebelum akta 

ditandatangani oleh penghadap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Salah satu perbuatan hukum yang menyebabkan terjadinya peralihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan adalah jual-beli yang dituangkan dalam akta jual beli, dibuat 

oleh dan/atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang disertai dengan 

penyerahan melalui balik nama dan nantinya akan digunakan sebagai alat pendaftaran 

peralihan hak atas tanah. Setiap peralihan maupun pembebanan hak-hak atas tanah, baik 

hak milik maupun hak-hak atas tanah lainnya yang dapat dialihkan atau dibebani 

haknya, menurut peraturan perundangan-undangan wajib didaftarkan.  

Proses pendaftaran tanah guna memenuhi administrasi pertanahan, bertujuan agar 

tanah yang telah didaftarkan memiliki hak kepemilikan, dengan cara memverifikasi 

nomor setoran dengan menggunakan data yang tersedia dan dituangkan dalam bentuk 

sertifikat yang dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis. Oleh karena itu, negara 

mengakui kepemilikan tanah terhadap subjek hak atas tanah yang namanya tercantum 

dalam sertifikat yang tidak dapat dipersalahkan oleh pihak lain kecuali dibuktikan 

sebaliknya. Transaksi peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan memiliki hubungan 

dengan perpajakan yaitu berupa pajak penghasilan yang dibayarkan oleh penjual dan 
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bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dibayarkan oleh pembeli melalui 

kesepakatan antara para pihak.1 Setelah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

perpajakan telah dilunasi oleh penghadap, maka Notaris/PPAT akan melakukan validasi 

atau pengecekan keabsahan bukti pembayaran pajak terhadap proses peralihan hak atas 

tanah yang ditanganinya. Validasi ini dilakukan oleh Notaris/PPAT baik secara online 

dengan mengakses website Direktorat Jenderal Pajak dapat pula dilakukan secara manual 

dengan menyerahkan berkas dokumen ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat.  

Proses validasi ini dirancang khusus dengan tujuan untuk menghasilkan suatu 

perihal yang dinyatakan legal serta menentukan nominal transaksi tersebut wajar dengan 

tetap memperhatikan kondisi fisik objek pajak dan memberi kepastian bahwa perbuatan 

yang dilakukan oleh para penghadap sebagai subjek pajak adalah benar adanya.  

Pelaksanaan validasi pajak penghasilan ini biasanya berlangsung selama kurang 

lebih 7 (tujuh) hari dan dapat dilakukan secara manual atau online berdasarkan peraturan 

PER-21/PJ/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban 

Penyetoran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, 

tetapi realitas yang ada di lapangan bahwa kekurangan dokumen menjadi salah satu 

penghambat proses validasi pajak ini tidak berjalan sesuai waktu yang ditentukan, serta 

kurang siapnya sistem dari Direkorat Jenderal Pajak saat diterapkan kepada masyarakat.  

Rumusan Masalah 

Dari penjelasan permasalahan di atas dapat ditarik dua rumusan masalah yaitu: 

pertama, bagaimana peran Notaris/PPAT dalam proses pelunasan atas transaksi jual beli 

tanah dan/atau bangunan? Kedua, bagaimana keabsahan hasil validasi pajak penghasilan 

atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: pertama, mengetahui dan 

menganalisis peran Notaris/PPAT terkait dengan transaksi jual beli tanah dan/atau 

bangunan. Kedua, mengetahui dan menganalisis keabsahan hasil validasi pajak 

penghasilan serta kendala yang dihadapi baik dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

dalam proses validasi pajak penghasilan.  

Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan penulis bersifat normatif. Penelitian ini 

difokuskan untuk mengkaji penerapan hukum positif yang ada di Indonesia dan 

mengarah ke studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sehingga diperoleh 

hubungan antara penerapan peraturan perundang-undangan dan realitas yang ada di 

lapangan, sehingga dapat diterapkan dalam permasalahan terkait dengan keabsahan 

                                                 
1  Muhammad Taufan Kumangki, “Problematika Validasi Pajak Oleh Kantor Pajak Pratama Terhadap 

Akta PPAT”, LEX Renaissance, No. 1, Vol. 5, 2020, hlm. 228. 
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hasil validasi pajak dengan akta yang nantinya akan dibuat oleh para pihak serta peran 

Notaris/PPAT dalam pelunasan transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Peran Notaris/PPAT dalam Proses Pelunasan atas Transaksi Jual Beli Tanah 
dan/atau Bangunan 

Peran Notaris/PPAT dalam proses pelunasan atas transaksi jual beli tanah 

dan/atau bangunan adalah berkaitan dengan pelunasan seluruh pajak terutang yang 

dibebankan kepada penghadapnya berupa pajak penghasilan dan bea perolehan hak atas 

tanah dan/ atau bangunan atas peralihan hak atas tanah sebagai bentuk akibat dari jual 

beli, bahwa dalam perjanjian jual beli terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar 

suatu jual beli dianggap sah, yaitu:2 

1. Adanya pihak yang membuat perjanjian, yaitu penjual dan pembeli 

2. Adanya objek pajak yang ditransaksikan  

3. Adanya kesepakatan harga 

4. Adanya pelunasan atau pembayaran secara tunai. 
 

Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan 

(BPHTB) merupakan bagian dari perpajakan yang sudah dikenal oleh masyarakat dalam 

proses peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pemungutan PPh penjual 

sebagaimana diterima dari hasil penjualan tanah/bangunan akan dikenai pajak yang 

bersifat final, sedangkan pemungutan BPHTB dibebankan kepada pihak pembeli 

sebagaimana telah diterimanya hak atas tanah dan/atau bangunan beserta manfaatnya 

guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pihak 

penjual yang telah menerima keuntungan wajib membayar PPh dan pihak pembeli yang 

memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan wajib membayar BPHTB.3 

Pada hakikatnya ketika melakukan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan 

peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan tetap harus tunduk pada peraturan dan 

tata cara dengan mencukupi persyaratan dokumen yang dibutuhkan demi 

dilaksanakannya proses pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang 

digolongkan menjadi 3 (tiga) poin meliputi ketentuan dokumen yang cukup, bukti 

pelunasan pajak penjual dan pembeli, serta mekanisme pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan. 

Penetapan pajak atas penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan dibebankan 

kepada pihak atas tindakan hukum yang diperbuat mengenai tanah dan/atau bangunan 

khususnya jual-beli. Pembayaran PPh dan BPHTB ini akan berkaitan serta mempunyai 

hubungan terhadap akta yang nantinya dituangkan oleh pejabat yang berkepentingan 

yakni Notaris/PPAT. Maka dari itu, saat berlangsungnya proses pembuatan akta yang 

berkenaan terhadap peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, Notaris/ PPAT 

                                                 
2 Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 

2016, hlm.7.  
3  Vinna Melinda, Pendampingan Perancangan Alur Proses Validasi Pajak Penghasilan Atas Pengalihan 

Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Andreas Timothy, S.H., M.Kn. 
Di Kota Batam, ConCEPt, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 340. 
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mestinya wajib menaati aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan mengenai PPh dan BPHTB, yang bertujuan untuk melindungi keabsahan akta 

yang nantinya akan dibuat oleh Notaris/PPAT.4 

Salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh Notaris/PPAT saat melakukan 

prosedur penyusunan akta yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah dan/ atau 

bangunan adalah wajib pajak harus melunasi seluruh pajaknya baik PPh maupun 

BPHTB. Hal ini dijelaskan pada Pasal 91 ayat (1) UU Pajak daerah dan Retribusi Daerah 

yang menyatakan bahwa sebenarnya Notaris/ PPAT hanya mempunyai wewenang 

untuk mengesahkan akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan saat bukti 

pembayaran pajak sudah diberikan oleh wajib pajak.5  

Pelunasan pajak muncul dari konsekuensi adanya perpindahan hak atas tanah 

dan/atau bangunan wajib dilakukan oleh penjual melalui pelunasan PPh dan pembeli 

melalui penyetoran BPHTB sebelum akta dibuat dan ditandatangani oleh Notaris/PPAT 

sebagai pejabat yang berwenang. Apabila penghadap selaku wajib pajak belum 

memberikan keterangan pemenuhan pungutan PPh dan BPHTB pada Notaris/PPAT, 

maka Notaris/PPAT tidak diperkenankan melakukan penandatanganan atas akta yang 

dibuatnya. Pelaksanaan pembuatan akta jual beli oleh PPAT, baru dapat terlaksana 

apabila syarat dan ketentuan yang diserahkan oleh para penghadap terpenuhi, yang 

diawali dengan memastikan keseluruhan berkas, keaslian sertifikat yang sudah diperiksa 

oleh badan pertanahan, dan para pihak telah membayar keseluruhan pajak-pajak yang 

ada berkenaan melalui jual beli tersebut, menyangkut PPh dan BPHTB.6 Notaris/PPAT 

pada umumnya akan menjelaskan terlebih dahulu dokumen atau syarat yang wajib 

dipenuhi dan dilengkapi dan perbuatan yang harus dilakukan oleh para penghadap 

untuk membantu pelaksanaan pembuatan akta jual beli seperti yang dipastikan oleh 

regulasi yang mengontrolnya. 

Suatu akta PPAT dapat dianggap sah apabila dokumen yang dibuat dan disaksikan 

oleh para pihak yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata antara lain kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan 

sebab yang halal. Namun apabila syarat kesepakatan dan kecakapan tidak terpenuhi, 

maka akta yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan dari Pengadilan, sedangkan 

apabila objek tertentu dan kausa halal tidak terpenuhi, maka akta yang dibuat batal demi 

hukum atau dapat dikatakan bahwa akta tersebut dianggap tidak pernah ada.7 

Peran Notaris dalam pelunasan transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan adalah 

sebagai perantara antara para penghadap yang akan membuat akta jual beli dengan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan 

proses validasi pajak penghasilan. Notaris dalam hal ini meringankan kewajiban proses 

pelaksanaan validasi pajak yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak. Proses 

                                                 
4 Pipit Saputri Utami, Pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap Akta Pemindahan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan yang BPHTB-nya Belum Dibayar, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 246. 
5 Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
6 Titin Oktalina Safitri, “Pemalsuan Alat Bukti atas Penitipan Uang Pajak Oleh Notaris/PPAT dalam 

Menjalankan Tugas Jabatan,” Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan 4, No. 1, 2019, hlm. 109-118. 
7 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Cetakan Ke, PT.Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2016, hlm. 68.  
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pelunasan pajak penjual dan pembeli atas terjadinya jual-beli dilihat dari kesepakatan 

yang terjadi diantara para pihak apakah jual-beli tersebut dilakukan secara lunas atau 

bertahap. Apabila jual-beli dilakukan secara lunas maka Notaris akan menyarankan 

untuk membuat Akta Jual-Beli (AJB) yang nantinya dilanjutkan dengan proses balik 

nama. Proses pelunasan ini biasanya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT), meskipun sebenarnya Notaris juga bisa melakukan proses validasi pajak ini 

dengan catatan bahwa pelunasan objek jual-beli sudah lunas karena apabila belum lunas 

proses validasi pajak ini tidak bisa dilaksanakan.  

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (berikutnya 

disebutkan “PP No. 34/2016”) menjelaskan besaran persentase yang hendak dibebankan 

PPh atas transaksi peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah:8 

1. 2,5% (dua koma lima persen) dibebankan kepada wajib pajak tugas utamanya 
mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan dari besaran seluruh peralihan 
hak atas tanah dan/atau bangunan kecuali peralihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan berwujud rumah susun sederhana. 

2. 1% (satu persen) dari besaran kualitas peralihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan berwujud rumah susun sederhana yang dipungut dari wajib pajak 
yang tugas utamanya mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau 

3. 0% (nol persen) untuk penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan untuk 
negara, sedangkan badan usaha milik negara yang memiliki kewajiban utama 
terhadap negara, atau badan usaha milik daerah yang memperoleh mandat utama 
dari pemerintah daerah, seperti dipersyaratkan oleh konstitusi yang mengurus 
tentang pengadaan tanah untuk pembangunan demi kebutuhan masyarakat, 
sedangkan besaran persentase yang dipungut dari pembeli untuk pelunasan 
BPHTB yaitu 5% dari Nilai transaksi yang telah disetujui bersumber dari Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah.  
 

Mengenai pihak penerima yang memperoleh lama maupun pihak yang menerima 

faedah yang dicapai atas hasil penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan, 

mempunyai kepatutan saat melaksanakan penyetoran PPh dan BPHTB di lokasi 

pelunasan yang sudah dipilih sebelum akta jual beli (AJB) ditandatangani oleh para 

pihak di depan pejabat yang berhak. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat 

yang ditunjuk dalam pembuatan akta hanya dapat menandatangani kontrak 

pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila perorangan atau badan tersebut 

memegang bukti pembayaran pajak berupa kwitansi Surat Setoran Pajak atau dikenal 

dengan SSP, sebab sudah dilakukannya validasi pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang No. 34 Tahun 

2016 jo Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 

tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan 

                                                 
8 Vinna Melinda, Pendampingan Perancangan Alur Proses Validasi…. Loc. Cit. 
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atas penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan beserta 

Perubahannya. 

Keabsahan Hasil Validasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Jual Beli Tanah 
dan/atau Bangunan 

Keabsahan hasil validasi pajak terkait dengan transaksi jual beli tanah dan/atau 

bangunan adalah bahwa validasi merupakan suatu ketetapan harga saat pengalihan hak 

jual beli atas bidang tanah tertentu dilaksanakan berupa pengecekan tanda bukti setoran 

pembayaran pajak penghasilan yang biasanya dilakukan oleh Notaris/PPAT dan 

diserahkan kepada pihak KPP Pratama setempat untuk dilakukan validasi. Pelaksanaan 

validasi sebagai bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan oleh orang 

pribadi atau badan melalui 2 tahap. 

Tahap pertama, penelitian formal. Dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai 

dengan lokasi tanah dan/atau bangunan yang diawali dengan mengajukan permohonan 

penelitian formal dan mengisi formulir secara online yang bisa dilakukan oleh wajib pajak 

sendiri maupun Notaris/PPAT dengan melampirkan daftar pelunasan pajak 

penghasilan. Proses validasi PPh oleh KPP Pratama ini bisa dilaksanakan melalui sistem 

elektronik maupun secara langsung ke KPP Pratama setempat. Perbedaan proses 

pelaksanaan validasi PPh, dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara manual dan online. 

Apabila dilakukan secara manual, maka permohonan penelitian formal yang dilakukan 

secara manual oleh perseorangan atau badan melalui Notaris/PPAT disampaikan secara 

langsung ke Kantor Pelayanan Pajak disertai surat kuasa yang dilampirkan saat 

pengajuan permohonan penelitian formal dan pengambilan hasilnya. Sedangkan apabila 

dilaksanakan secara online, maka proses validasi PPh yang dilakukan secara online oleh 

Notaris/PPAT diawali dengan mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak dengan 

membuat akun pada sistem elektronik. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh 

Notaris/PPAT yang meliputi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan selama 2 tahun dan Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 

selama 3 tahun terakhir; tidak mempunyai utang pajak apapun; dan tidak dalam proses 

pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan atas tindak pidana. 

Notaris/PPAT yang telah mendaftarkan diri wajib melakukan aktivasi akun setelah itu 

baru bisa mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban 

penyetoran pajak penghasilan melalui sistem elektronik dengan cara mengakses pada 

website pajak.go.id. Sesuai dengan ketentuan PER-21/PJ/2019, setelah melengkapi data 

yang dibutuhkan melalui sistem elektronik maka akan terbit surat keterangan penelitian 

formal apabila seluruh data terpenuhi berkenaan dengan identitas orang pribadi atau badan, 

jumlah pajak penghasilan yang disetor, dan kode akun pajak, jenis setoran sesuai data dalam 

modul penerimaan negara. Surat keterangan tersebut akan diterbitkan dalam jangka waktu 3 

(tiga) hari kerja sejak permohonan penelitian formal diterima lengkap oleh sistem ataupun 

diserahkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, namun adanya pandemi covid-19, 

sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-178/PJ/2020 terhadap Pelayanan 

Administrasi Perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak, dan/atau Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur jangka waktu 

penyelesaian proses validasi pajak paling lama 7 hari kerja, yang mana jangka waktu 
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penyelesaian ini dapat diperpanjang menjadi paling lama 15 hari kerja sejak permohonan 

kelengkapan dokumen formal diterima lengkap. 

Tahap kedua, penelitian material. Penelitian ini dilakukan untuk memastikan 

kebenaran jumlah pajak terutang setelah diterbitkannya surat keterangan penelitian 

formal. Penelitian material ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat sesuai 

dengan lokasi tanah dan./atau bangunan berada dengan cara memastikan lokasi dan 

luas tanah dan/atau bangunan dengan keadaan sebenarnya dilapangan sesuai dengan 

permohonan penelitian formal; meneliti kebenaran nilai pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan maupun perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh pemohon 

yang termuat dalam bukti penjualan; dan menentukan kewajaran nilai pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan ataupun perjanjian pengikatan jual beli yang disampaikan 

oleh orang pribadi/badan dengan harga pasar.  

Kurangnya besaran setoran pajak penghasilan terutang oleh pemohon akan 

disampaikan secara tertulis kepada orang pribadi atau badan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak. Bilamana para pihak setuju dengan perhitungan pajak penghasilan terutang maka 

wajib menyetor kekurangan pelunasan pajak penghasilan, namun apabila pemohon tidak 

menyetujui perhitungan tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti dengan 

pemeriksaan kepada orang pribadi atau badan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal 

ini berpengaruh terhadap akta yang telah dibuat oleh para pihak karena akan dinyatakan 

gugur atau tidak pernah ada. Notaris hanya menjadi pihak yang menjembatani para 

pihak dalam melakukan proses jual-beli dan menyampaikan kepada para pihak bahwa 

harga yang ditentukan atau disepakati sebelumnya tidak sesuai dengan harga yang 

ditentukan oleh KPP Pratama, dan keputusan selanjutnya ada di para pihak apakah 

proses jual-beli yang dilakukan klien tetap akan dilanjutkan atau tidak.  

Berdasarkan keterangan dari beberapa Notaris bahwa kendala yang dihadapi 

dalam proses validasi pajak ini adalah sistem yang kurang memadai atau belum siap saat 

diterapkan kepada masyarakat. Kendala yang dialami Notaris satu dengan yang lain pun 

berbeda. Penjelasan Pasal 3 PER-21/PJ/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti 

Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan 

Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah 

Dan/ Atau Bangunan Beserta Perubahannya bahwa validasi pajak dapat dilakukan 

secara online atau offline (manual), tetapi dalam praktiknya setiap KPP Pratama masing-

masing daerah menerapkan aturan sendiri.  

Hasil validasi pajak oleh KPP Pratama yang nantinya akan disampaikan kepada 

pemohon berhubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT. Apabila hasil 

validasi pajak dari KPP Pratama berbeda dengan apa yang disampaikan para pihak 

kepada Notaris/PPAT, maka Notaris/PPAT wajib memberitahukan kepada para pihak 

apakah pembuatan akta jual beli tetap akan dilanjutkan atau tidak, hal ini biasanya 

terjadi di daerah Sleman dan Bantul dimana harga tanah/ bangunan setiap wilayah 

berbeda-beda dan berubah sesuai dengan kondisi saat itu. Berbeda halnya dengan di 

daerah Kota Yogyakarta, karena sebelum dilakukan validasi ini sudah ada pengecekan 

PBB terlebih dahulu, dalam praktiknya hasil dari pengecekan PBB dengan validasi pajak 
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oleh KPP Pratama biasanya sama yang dapat meminimalisir keraguan para pihak dalam 

membuat akta jual beli.  

Penentuan harga objek jual beli tanah dan/ atau bangunan setiap daerah 

menerapkan aturan yang berbeda beda. Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai pihak 

yang berwenang dalam menentukan harga tanah dan bangunan dinilai dari pengecekan 

lokasi atau penyesuaian pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir perbedaan harga objek jual beli yang disampaikan para pihak dengan 

hasil validasi dari pihak KPP Pratama.  

Keabsahan terhadap hasil validasi pajak penghasilan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama atas akta yang dibuat para pihak adalah sangat penting sebagai alat bukti yang 

nantinya akan digunakan oleh Notaris/PPAT untuk selanjutkan dilakukan 

penandatanganan akta atau kontrak yang melibatkan para pihak sebagai penghadapnya 

serta untuk melengkapi dokumen yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

untuk proses perubahan kepemilikan sertifikat terkait dengan transaksi jual beli maupun 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sehingga diketahui bahwa atas kewajiban 

penjual untuk mengalihkan hak dalam pembayaran PPh Final dan pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan telah terpenuhi.  

Penutup 

Peran Notaris/PPAT dalam proses pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) pada transaksi jual beli dan 

pengalihan tanah dan/atau bangunan adalah sebagai perantara para pihak dalam 

melakukan validasi pajak setelah pelunasan pajak PPh dan BPHTB dibayarkan oleh para 

pihak sebelum ditandatanganinya akta jual beli. Kebenaran hasil validasi pajak 

penghasilan dalam transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan adalah dengan 

membandingkan hasil pengecekan objek jual beli yang dilakukan oleh KPP Pratama 

dengan harga yang disampaikan oleh para pihak dalam akta, hasil tersebut yang 

nantinya dapat mempengaruhi keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT. 

Kebenaran hasil validasi pajak yang dikeluarkan oleh KPP Pratama ini menjadi bagian 

penting bagi Notaris/PPAT dalam melakukan pengurusan pengalihan sertifikat hak atas 

tanah dan/atau bangunan yang selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Pertanahan 

Nasional sebagai bukti bahwa pelunasan pajak PPh dan BPHTB telah terpenuhi.  
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